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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat 

merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah 

(Negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya 

dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma 

yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut 

oleh Negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.  

Kejahatan merupakan problem universal. Tidak ada satu Negara pun yang 

tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan 

masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, 

masyarakat maupun pemerintah. Di antara kejahatan-kejahatan itu, sebagian, 

tergolong sangat serius dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua 

sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh.
1
 

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa 

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechstsaat) dibuktikan dari 

ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang 

Dasar 1945. 

Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori equality before the 

law termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Teori dan 

konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen 

Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga 

Negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. 
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Pada dasarnya, Allah memuliakan manusia. Manusia diciptakan dengan 

tanganNya. Allah meniupkan sebagian RohNya kepada manusia, memerintahkan 

malaikat untuk bersujud kepada manusia, menundukkan langit-langit dan semua 

yang ada di bumi bagi manusia, menjadikan mereka sebagai khalifah. Allah juga 

membekali kekuatan dan kemampuan kepada manusia untuk mencapai 

pemanfaatan bumi secara maksimal juga kemampuan untuk menyucikan jiwa.
2
 

Manusia tidak mungkin merealisasikan semua tujuan hidup dan impian 

mereka, kecuali jika seluruh unsur dan faktor perkembangan di atas terpenuhi. 

Dengannya, manusia dapat memperoleh hak nya secara penuh. Salah satu hak 

yang paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, hak memiliki, 

hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, hak memperoleh 

pengajaran. Hak untuk hidup merupakan hak pertama yang paling diusung tinggi 

oleh Agama. Dengan kesucian hak ini, maka tidak ada satu orang diperbolehkan 

untuk merenggut kehormatan orang lain dan melanggar apa yang telah digariskan 

oleh Allah.
3
 

Nyawa merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, yaitu menyatukan roh 

dan jasmani, dengan menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa 

sehingga manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya manusia memerlukan 

perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Tindak 

pidana terhadap nyawa di sini, akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang 

atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, 

akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang 

adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Apakah dengan cara memukul, 

menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman dan menenggelamkannya 

dalam laut atau dalam air, dan lain sebagainya. Cara-cara ini tidak dipersoalkan.
4
 

                                                 
2
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hal. 272.  

3
Ibid., hal. 273.  

4
Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2014), hal. 106. 



3 

 

Sejak zaman dahulu, nyawa manusia merupakan suatu hal yang terpenting 

yang harus dilindungi, sehingga masalah nyawa ini sudah diatur oleh suku-suku 

primitif sekalipun. Meskipun demikian, jika di lihat ke belakang dalam 

perundang-undangan Hammurabi pada akhir abad ke-18 SM, pembunuhan 

maupun pembunuhan berencana bukanlah merupakan suatu delik. Pembunuhan 

menjadi suatu delik lahir dari hukum kebiasaan. Dalam masyarakat patriarki 

Babylonia, pembunuhan terhadap bapak dianggap sebagai salah satu delik yang 

terberat. Dalam hukum Taurat memukul bapak dan ibu diancam dengan pidana 

mati.
5
  

Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata 

peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari 

tata sosial lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi 

dengan cara yang berbeda. Hukum adalah suatu cara yang spesifik dan bukan 

suatu tujuan. Hukum, moralita, dan agama, ketiga-tiganya melarang pembunuhan. 

Namun demikian, hukum melarang ini dengan jalan menetapkan di dalam 

Undang-Undang bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan maka orang lain 

yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh 

tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum. 

Secara bahasa pembunuhan diartikan dengan “proses, cara, perbuatan 

membunuh.”
6
 Di dalam literatur bahasa Arab pembunuhan diartikan dengan 

“menghilangkan ruh dari jasad (kematian).”
7
 Adapun secara yuridis, di Indonesia 

pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 338 dan Pasal 340 yang dimuat dalam Bab 

XIX dengan judul “kejahatan terhadap nyawa orang lain.” Adapun bunyi Pasal 

tersebut di antaranya adalah: 
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Pasal 338: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” 

Pasal 340: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas 

nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana 

(moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
8
  

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa 

seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan 

hukum. Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur 

kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik 

“sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. 

Deklarasi HAM PBB menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu (Pasal 3). Konvenan 

Internasional hak sipil dan politik yang telah di ratifikasi Indonesia dengan UU 

No. 12/2005 menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup yang 

dilindungi oleh hukum dan tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara 

sewenang-wenang (Pasal 6). 

UUD 1945 juga telah menempatkan hak hidup sebagai hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 A dan 28 I). Artinya 

hak hidup adalah HAM yang tidak dapat di tawar (non derogoble) sehingga 

Negara harus memenuhinya. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 9 UU 

No. 39/1999 tentang HAM. 

Ketika ditemukan kematian pada seseorang, dan kematian tersebut ada 

hubungannya dengan perbuatan orang lain, maka peristiwa kematian tersebut bisa 

menjadi teka-teki dan bisa juga dihubungkan dengan hukum pidana. Saat 

hilangnya nyawa seseorang tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah 

perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat 

itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena 
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menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena 

luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia.  

Pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku “menghilangkan 

nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan tindak pidana pembunuhan 

merupakan suatu delik materiil ataupun yang oleh Van Hamel menyebutkan 

sebagai suatu delict met materiele omschrijving yang artinya delik yang 

dirumuskan secara materiil yaitu delik yang baru dapat dianggap sebagai telah 

selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau 

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum 

dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat 

berupa meninggalnya orang itu belum timbul. Sebagai contoh, apabila perbuatan 

membacok belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini 

dinilai merupakan percobaan pembunuhan atau perbuatan penganiayaan dan 

bukan merupakan perbuatan pembunuhan sempurna sebagaimana dimaksudkan 

dalam Pasal 338.  

Sementara itu, menurut Van Hattum, jika orang mempunyai kewajiban 

untuk melakukan sesuatu dan orang tersebut dengan sengaja telah melalaikannya 

dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, maka ia dapat dipersalahkan 

telah melakukan kejahatan seperti diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dan jika 

kelalaian itu telah terjadi dengan tidak sengaja, maka orang tersebut dapat 

dipersalahkan karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, 

yakni melanggar larangan seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. 

 “… No act is murder which does not cause death” Kutipan ini sengaja 

dijadikan kalimat pembuka untuk memperkuat argumentasi bahwa ada dua 

elemen penting dalam suatu tindak pidana pembunuhan, yaitu unsur mens rea 

(niat jahat) dan unsur actus reus (perbuatan). Konsekuensi dari perbuatan tersebut 

menimbulkan akibat kematian. Dengan demikian, ada hubungan antara perbuatan 

seseorang dengan akibatnya. Ketiadaan hubungan ini mengakibatkan putusnya 

rantai antara perbuatan dan akibatnya. Seseorang dapat dinyatakan bersalah 

karena melakukan pembunuhan bila ia memiliki keadaan mental yang relevan 
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yang memenuhi unsur mens rea dan memenuhi unsur perbuatan bahwa ia telah 

menyebabkan kematian tersebut.  

Untuk elemen yang pertama muncul banyak perdebatan baik dari 

pandangan ahli hukum civil law maupun dari ahli hukum common law. Niat dari 

seorang pelaku yang harus ditujukan pada akibat meninggalnya orang lain, yakni 

agar tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan, Simons 

berpendapat bahwa apakah seseorang pelaku itu terdapat niat (opzet) seperti itu 

atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni apakah orang 

dapat menerima adanya lembaga voorwaardelijk opzet (dolus eventualis) atau 

tidak. Voorwaardelijk opzet menurut doktrin diartikan:  

Jika pada diri seseorang pelaku terdapat suatu kesadaran tentang 

kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat sebenarnya 

memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak 

menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya 

yang dilarang oleh undang-undang 

 

Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang 

tersebut dapat dikatakan sebagai mempunyai suatu voorwaardelijk opzet terhadap 

timbulnya akibat lain seperti dimaksud diatas.  

Apabila dianalisis dengan kacamata common law, maka tindak pidana 

pembunuhan menjadi suatu perdebatan yang menarik untuk dicermati. Telah 

muncul varian tindak pidana pembunuhan dalam rumusan hukum yang 

dirumuskan oleh legislatif maupun pengadilan. Dalam rumusan tindak pidana 

pembunuhan, masih terjadi perdebatan, apakah diperlukan eleman mens rea (niat 

untuk membunuh) dalam rumusan tindak pidana pembunuhan.  

Secara yuridis pembunuhan membutuhkan dua unsur, yaitu unsur mental 

(mens rea) dan unsur perbutan (actus reus). Seseorang dapat dinyatakan bersalah 

untuk tindak pidana pembunuhan bila ia memiliki keadaan mental yang relevan 

yang memenuhi unsur mens rea, dan juga memenuhi unsur perbuatan bahwa 

seseorang yang telah menyebabkan kematian. Ajaran kausalitas sangat relevan 

dalam segala situasi perbuatan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup, karena 

ada banyak sebab potensial yang mengakibatkan kematian. Namun tak jarang 
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juga ajaran kausalitas menjadi sesuatu yang sulit digunakan dalam banyak kasus 

pembunuhan.  

Kejahatan terhadap nyawa dapat juga dibedakan atau dikelompokkan atas 

dua dasar, yaitu atas unsur kesalahan dan atas dasar kepentingan hukum yang 

dilindungi (objeknya). Jika dilihat dari unsur kesalahan, maka kejahatan terhadap 

nyawa dilihat dari dua kelompok, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja 

(dolus) dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja (culpa).
9 

  

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat keji 

walaupun tidak tergolong ekstra ordinari crime seperti terorisme, korupsi dan 

penyalahgunaan narkoba. Keberadaan pembunuhan ke dalam salah satu tindak 

pidana yang sangat keji karena tidak satu Agama dan bangsa pun yang 

menghalalkan kejahatan ini, kecuali dengan jalan yang haq seperti membunuh 

para penjahat residivis di beberapa Negara, dan karena melakukan tindak pidana 

pembunuhan sengaja seperti yang dikonsepkan oleh Alquran, bahkan tindak 

pidana pembunuhan ini dikutuk oleh Atheis sekali pun dan hampir seluruh Negara 

atau bangsa yang beradab mengancam pelakunya dengan hukuman pidana yang 

sangat keras. 

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa 

menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan 

sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, 

dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seseorang berwajib 

bertindak seperti tidak memberikan makan kepada bayi.  

Beberapa tindak pidana pembunuhan membutuhkan pembuktian, bahwa 

perbuatan pelaku yang menyebabkan matinya korban. Pembuktian fakta biasanya 

tidak sulit, namun terdapat tantangan yang cukup pelik ketika peristiwa 

pembunuhan tersebut sudah menyangkut isu kausalitas, dalam hal ini jaksa selaku 

penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa perbuatan terdakwalah yang telah 

menyebabkan matinya korban. Dalam tradisi hukum Indonesia, untuk 

membuktikan matinya seseorang, uji forensik atas kematian tersebut biasanya 
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dilakukan. Ilmu forensik akan mengambil kesimpulan penyebab kematian, apakah 

karena penganiayaan, atau karena racun atau sebab-sebab lainnya. Dengan uji 

forensik, akan dengan mudah diketahui yang menjadi sebab kematian seseorang.  

Namun tentu saja uji forensik ini tidak menjawab siapa saja yang 

bertanggungjawab atas kematian tersebut. Untuk mengetahui siapa yang 

bertanggungjawab atas matinya seseorang, maka harus diketahui semua kondisi 

termasuk faktor yang menyebabkan kematian, dengan kata lain harus dilihat 

hubungan antara korban dan orang-orang yang menyebabkan kematian tersebut. 

Dan hal ini tidak mudah, karena diperlukan sejumlah investasi (penyidikan), 

misalnya apa motif di balik pembunuhan, apakah ada orang punya niat dan 

merencanakan pembunuhan ini, apakah pembunuhan ini dilakukan oleh satu 

orang atau ada keterlibatan peserta lain.  

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 

2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan “Pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP adalah 

pembunuhan berencana.
10

 Berbeda dengan pembunuhan dalam pengadilan untuk 

bekas Yugoslavia yang diartikan bukan sebagai pembunuhan berencana. 

Perumusan pembunuhan yang mensyaratkan adanya perencanaan sebelumnya 

memberatkan pembuktian. Sebuah kejahatan pembunuhan yang merupakan 

bagian dari serangan yang meluas, harus pula dibuktikan sebagai pembunuhan 

berencana yang bagian terakhirnya merupakan bagian dari pembuktian unsur 

sistematis.  

Proses penegakan hukum yang dilakukan tentu seharusnya dapat 

memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama pihak yang konflik. Dalam 

sistem peradilan pidana yang dianut sekarang, pemidanaan terhadap pelaku 

kejahatan merupakan fokus utama. Dengan demikian tidak heran jika dalam 

banyak kasus terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana, dalam 
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tuntutannya pun disertakan bukti-bukti surat yang memperlihatkan kerugian 

korban akan tetapi tidak dituntut pemulihan kerugian bagi korban.
11

 

Dalam Hukum Positif Indonesia, kita mengenal adanya hukuman mati 

atau pidana mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II 

mengenai pidana, Pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu 

terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana 

pokok yang menempati urutan pertama.
12

 Pidana mati adalah pidana yang terberat 

dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan kejam. Pidana mati 

dianggap pidana yang paling tua, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap 

penggunaannya.
13

 

Implementasi hukuman mati di Indonesia mengalami ketidakpastian 

hukum. Eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan hukum tetap. 

Terpidana dapat menempuh upaya hukum dari banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali (PK) yang dapat memakan waktu hingga puluhan tahun bahkan sampai 

ada terpidana yang meninggal sebelum di eksekusi. 

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal 

yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan, 

maupun masyarakat sendiri. Karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar 

bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman 

mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, 

karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan 

hidupnya.
14

 

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang 

cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi Negara yang beradab. Hal 

ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah Negara 

yang menganut sistem pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa 
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perikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, 

penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di 

Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.
15

 

Dari waktu ke waktu hukuman mati selalu menjadi kontroversi sehingga 

menimbulkan perdebatan tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga terjadi di 

luar negeri. Setiap kali ada rencana eksekusi mati maka selalu diikuti pula dengan 

perdebatan tentang hukuman mati. Pihak yang pro maupun kontra memiliki 

argument yang sama kuatnya.
16

 

Kontoversi hukuman mati juga eksis baik itu di panggung internasional 

maupun nasional. Hukum gantung terhadap Saddam Husein di Irak memicu debat 

di forum internasional. Di Indonesia kontroversi ini juga memanas ketika 

eksekusi Tibo cs dilakukan dan eksekusi terhadap Amrozi cs beberapa waktu lalu.  

Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan 

yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka 

lakukan termasuk kualifikasi kejahatan yang sangat serius. Pidana mati di 

samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang 

umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti 

eksekusi.
17

 

Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan hakim apabila kesalahan 

terdakwa telah memenuhi syarat pidana mati antara lain dalam kasus kejahatan 

terhadap keamanan Negara, pembunuhan dengan berencana, pencurian dan 

pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pembajakan di 

laut, di pantai, di sungai. Ketentuan yang mengatur tentang pidana mati di 

Indonesia tertera dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Sementara itu, hukuman mati dalam Islam merupakan ketentuan yang 

telah ditetapkan Allah untuk mencegah kejahatan demi kelangsungan hidup 

                                                 
15

M. Zen Abdullah, Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks Hak Asasi Manusia, 

(Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2009), hal. 61.  
16

 Triyanto, Negara Hukum dan HAM, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 212.  
17

Tina Asmarawati, Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 

2013), hal. 172.  
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manusia serta sebagai perlindungan terhadap qishash ini merupakan jenis 

hukuman mati dalam Islam bagi tindak pidana pembunuhan sengaja. Pada 

dasarnya qishash adalah balasan (hukuman) bagi seorang pelaku kejahatan sesuai 

dengan perbuatan yang dilakukannya atau pembalasan setimpal dari suatu 

tindakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja.
18

 

Pembunuhan adalah tindakan seseorang melenyapkan nyawa, atau 

lenyapnya jiwa seseorang akibat perbuatan orang lain.
19

 Norma keagamaan 

mengancam si pembunuh dengan hukuman Tuhan. Namun demikian sanksi yang 

ditetapkan oleh norma keagamaan memiliki karakter transendental, sanksi 

tersebut tidak diorganisasikan oleh masyarakat, walaupun ditetapkan oleh 

peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan mungkin lebih efektif daripada sanksi 

hukum. Namun demikian, efektifitasnya mensyaratkan keyakinan terhadap 

eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan. 

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang 

menyebabkan hilangnya nyawa. Dalam Islam juga dikenal adanya hukum pidana 

yang dikenal dengan qishash. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan 

dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat 

pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita 

korbannya. Sayangnya selama ini banyak kalangan yang menganggap bahwa 

Hukum Pidana Islam adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan tidak 

menghormati hak-hak atas manusia. Karena Hukum Pidana Islam hanya dipelajari 

secara parsial, belum menyeluruh sehingga menimbulkan persepsi bahwa qishash 

adalah hukum yang tidak berperikemanusiaan.
20

 

                                                 
18

Abd. Qadr „Audah, At-Tasyri’ al-jinaiy al-Islamiy, Cet. 3, (Kairo: Maktabah Dar Al-Gurubah, 1963), 

II, hal. 14.  
19

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah jilid 5, Penerjemah Futuhal Arifin dan 

Hisyam Ubaidillah Bukkar,  (Jakarta: Darus Sunah Press, 2017), hal. 345.  
20

M. Amin Arifin, “Pidana Mati Menurut Hukum Nasional dalam hubungannya dengan Hukum 

Islam,” Jurnal Al-Ahkam, (Jakarta) Vol. 4 Nomor 3, 2016, hal. 172.  
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Qishash bagi pembunuhan sengaja dikenal dengan qishash bunuh sebagai 

hukuman mati bagi pelakunya atau dalam ilmu hukum, qishash dikenal dengan 

istilah yus talionis.
21

 

Hukum Pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang 

disengaja berupa qishash, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah 

dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga 

akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati. 

Namun dalam Hukum Pidana Islam dikenal adanya pemaafan atas perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini dapat meringankan 

hukuman terhadap pelaku, dimana yang seharusnya pelaku mendapatkan sanksi 

hukuman qishash, namun karena adanya pemaafan dari keluarga korban maka 

pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qishash diganti dengan membayar diyat 

kepada keluarga korban atau wali. 

Hukuman qishash dalam masalah tindak pidana disyariatkan untuk 

memelihara jiwa, karena seorang yang hendak melakukan kejahatan manakala ia 

mengetahui akan dibalas dengan perbuatan yang serupa, niscaya dirinya tercegah 

melakukan tindakan jahatnya. Dengan demikian, terpeliharalah jiwanya dan juga 

jiwa orang yang sedang diincar. Membunuh secara aniaya merupakan dosa paling 

besar sesudah kufur. Akan tetapi, dengan adanya sanksi hukuman pembalasan 

atau pemaafan (dari wali si terbunuh), maka di akhirat tidak ada tuntutan lagi 

(bagi pelakunya).
22

 

Dalam pandangan Islam, pidana mati ditetapkan oleh syari‟at Islam 

dengan dalil-dalil Allah SWT. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang 

perlu dipelajari secara seksama terutama menyangkut syarat-syarat 

pelaksanaannya, agar orang tidak mudah menjatuhkan putusan hukuman mati. 

Pidana mati yang dilakukan menurut ketentuan Islam yaitu tidak bertentangan 

dengan falsafah Negara, jiwa dasar Negara, dan dengan unsur-unsur ketuhanan 

                                                 
21

Abdoerraof, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 156. 
22

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Penerjemah Moch Anwar, Bahrun Abu Bakar, 

Anwar Abu Bakar, Terjemahan Fathul Mu’in Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 

1512.   
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yang Maha Esa, karena dalam syari‟at Islam merupakan syari‟at berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, pidana mati adalah pidana yang secara resmi 

perlu diadakan. Dasar eksistensi hukuman mati dalam Islam terdapat dalam Al-

Qur‟an, yaitu adanya hukuman qishash berkenaan dengan orang-orang yang 

dibunuh QS. Al-Baqarah (2): 178 yang berbunyi: 

 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ 

ِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  بِالْعَبْدِ وَالأنْثىَ بِالأنْثىَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فَات

انٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتدََى بَعْدَ ذَلِكَ وَأدََاءٌ إِلَيْهِ بِإحِْسَ 

 (٨٧١فَلَهُ عَذَابٌ ألَِيمٌ )

 

Hai Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 

barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah 

(yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan 

cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas 

sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”
23

  

 

Qishash dan diyat adalah kategori Hukum Pidana Islam yang menyangkut 

masalah pembunuhan dan penganiayaan atau pelukaan. Hukuman yang dikenakan 

untuk tindak pidana kriminal ini adalah dibunuh (qishash). Membayar ganti rugi 

denda materiil (diyat) dan atau membayar kafarat (sanksi teologis, seperti 

memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan kepada fakir miskin). Jenis 

hukuman tersebut bersifat alternatif, yang dapat dipilih salah satunya. Penentuan 

hukuman pada kategori ini sangat terkait dengan hak korban. Artinya, jika 

keluarga korban memaafkan tindakan pembunuhan tersebut, maka gugurlah 

hukum qishashnya. Dengan kata lain, Tuhan menetapkan jenis hukuman yang 

                                                 
23

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah, 1998), hal. 21.  
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dapat diberlakukan, sedangkan penentuan jenis hukum yang dikenakan menjadi 

kewenangan keluarga korban pembunuhan.
24

 

Pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah Islam, 

dimana konstitusi dan Undang-undang yang berlaku adalah Hukum Islam. Itu pun 

harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa 

seorang ulama. Pidana mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya 

suatu tindakan pidana yang diancam pidana mati. Hukum Islam (al-fiqh) 

membedakan antara mereka yang sengaja, tidak sengaja, terpaksa atau bahkan 

dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi 

jatuhnya pidana mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk 

menjatuhkan pidana mati dapat dipertimbangkan kembali.
25

 

Dalam Hukum Islam kewenangan pelaksanaan pidana mati adalah 

kewenangan Ulil Amri, atas permintaan ahli waris atau keluarga korban. Sudah 

menjadi kesepakatan para fuqaha, orang boleh menjalankan hukuman qishash 

hudud adalah kepala Negara yakni imam atau wakilnya, yakni petugas yang 

diberi wewenang, karena hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan 

untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil 

masyarakat yaitu kepala Negara.
26

 

Melaksanakan qishash merupakan kepentingan umum, maka tidak ada 

salahnya kalau diangkat orang-orang ahli yang berwenang untuk melaksanakan 

hukuman hudud dan qishash dengan mendapat gaji dari pemerintah. Kalau ahli 

waris tidak pandai dalam menjalankan qishash, maka pelaksanannya diserahkan 

kepada orang-orang ahli. Cara pelaksanaan qishash, menurut pendapat yang lebih 

kuat dari mayoritas ulama seperti Malikiah dan Syafi’iyah, dan salah satu riwayat 

Imam Ahmad, hukum asal dalam pelaksanaan qishash adalah dengan cara yang 

                                                 
24

M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2016), hal. 3.  
25

Moh. Abu Zahrah, Al-Uqubah; Al-Jarimah wa Al-Uqubah, (Dar al-fikr: t.t), hal. 69.  
26

Abdoerraof, Al-Qur’an … hal. 158. 
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sama yang telah dilakukan oleh pelaku kriminal tersebut. Konsep ini disebut 

dengan mutslah atau mumatsalah.
27

 

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang 

kewenangan administrasi Negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia 

dikenal adanya tiga sistem Pemerintahan Negara, yaitu: (i) Sistem Pemerintahan 

Presidential, (ii) Sistem Pemerintahan Parlementer atau sistem Kabinet, dan (iii) 

Sistem Campuran.
28

 Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem 

Presidensiil. Itu berarti Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat 

(Pasal 6A UUD 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR).
29

  

Dalam sistem Pemerintahan Presidensiil ini terdapat hak prerogatif 

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena 

kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga 

kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden 

diusahakan untuk dibatasi. Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan 

dengan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana salah 

satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan 

dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi. Grasi sebenarnya bukanlah 

upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan 

pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. 

Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala 

Pemerintahan (Eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif 

Presiden untuk memberikan pengampunan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur 

hak-hak seseorang baik kedudukan statusnya sebagai tersangka maupun sebagai 

terdakwa atau terpidana. Hak untuk melakukan pembelaan, hak untuk 

                                                 
27

Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 568.  
28

Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 

hal. 323. 
29

Sahetapy J.E, Yang Memberi Tauladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik, (Jakarta: Komisi 

Hukum Nasional RI, 2007), hal. 320.  
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mendapatkan bantuan hukum, hak untuk melakukan upaya hukum. Mengenai 

putusan yang apabila sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih 

mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar 

biasa terdiri dari Pemeriksaan Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan 

Kembali (PK). Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa diatur tegas 

dalam KUHAP.
30

 Tidak hanya itu, upaya yang dapat dilakukan terpidana ada juga 

yang diatur di luar KUHAP antara lain pemberian grasi, amnesti, dan abolisi. 

Dasar hukum grasi, amnesti, dan abolisi termuat dalam konstitusi Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 14 yang 

berbunyi: 

1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung. 

2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Tinjauan Teoritis Pemberian Grasi Perspektif Hukum Positif? 

2. Bagaimana Tinjauan Teoritis Pemaafan Perspektif Hukum Islam? 

3. Bagaimana Perbandingan Pemberian Grasi dan Maaf dalam Tindak Pidana 

Pembunuhan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian   

1. Untuk mendapatkan gambaran secara pasti Pemberian Grasi Perspektif 

Hukum Positif. 

2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Pemaafan Perspektif Hukum Islam 

secara umum dan luas. 

3. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi pencerahan 

khususnya kepada peneliti dan juga pembaca pada umumnya. Dan juga 

                                                 
30

Sri Sumarwani, Modul Mata Kuliah Hukum Acara Pidana, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung, 2008), hal. 52.  
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diharapkan dapat memberi gambaran secara jelas mengenai Implikasi dari 

kebijakan pemerintah khususnya hak prerogratif presiden berkenaan dengan 

Pemberian Grasi dan Maaf dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana 

Pembunuhan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam bagi kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat serta bagi supremasi hukum tersendiri di 

Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

gambaran mengenai Tinjauan Teoritis Pemberian Grasi dan Maaf 

Perspektif Hukum Positif serta Pemaafan Perspektif Hukum Islam.  

b) Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan koreksi untuk 

menyempurnakan dan pengembangan lebih lanjut mengenai Pemberian 

Grasi dan Maaf dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum 

Positif dan Hukum Islam. 

2. Secara Praktis  

a) Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan gambaran mengenai Tinjauan Teoritis Grasi Perspektif 

Hukum Positif serta Pemaafan Perspektif Hukum Islam. 

b) Bagi pemerintah, agar dapat menjadi bahan masukan di dalam 

menyusun/merumuskan peraturan sekaligus kebijakan yang menyangkut 

tentang pemberian Grasi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. 

c) Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah 

kemampuan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang di 

dapat dari bangku kuliah dengan teori dan peraturan yang terjadi di 

masyarakat. Hasil pengetahuan yang diperolah dapat memberikan 

pengetahuan dan gambaran mengenai letak keadilan mengenai 
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Kewenangan dalam memberikan Grasi/Maaf bagi pelaku tindak pidana 

pembunuhan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan proposal Tesis ini terdiri dari lima bab yang tentunya antara 

bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan.  

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang mengarahkan 

pembaca agar lebih memahami dan mengetahui maksud dilakukannya penelitian 

serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.  

Bab kedua, berisi tentang Tinjauan Teoritis Pembunuhan Perspektif  

Hukum Positif dan Hukum Islam. Tinjauan Teoritis tentang Grasi Perspektif 

Hukum Positif yang berupa Sejarah Penerapan Grasi di Indonesia, Kualifikasi 

Tindak Pidana yang dapat diajukan grasi, Selanjutnya, Tinjauan Teoritis Qishash 

serta Maaf Perspektif Hukum Islam. Kemudian terakhir dalam bab ini dibahas 

pula Penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini dan 

juga membahas teori apa yang digunakan dalam memecahkan penelitian ini.  

Bab ketiga, berisi tentang Metode Penelitian yang peneliti gunakan demi 

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan bermanfaat bagi semua 

kalangan. 

Bab keempat, berisi tentang hasil Pembahasan dan Analisis Pemberian 

Grasi dan Maaf Perspektif Hukum Positif di Indonesia, kemudian Pemaafan 

Perspektif Hukum Islam dan yang terakhir membandingkan kedua permasalahan 

tersebut.  

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan dari 

pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran yang 

didasarkan dari hasil penelitian. 

 


